BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7¢ TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFOPMASI| DAN DOKUMENTASI
O KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang a bahwa dafem rangka mewujudkan peny elengparean
pemenntahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
katerbukaan informasi publk merupakan &crana  dafam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan ~ublik dalam
proses penyelenggaraan pemenntahan seoingga  poru
adanya sistem pelayanan informasi da. dokumaniasi;

b bahwa untuk torsedianya informasi wang  dapat
l dipartanggungjawabkan periu adanya pedoman  untuk
mengelola pelayananinformasi dan  dokumenlas: o

Lingkungan Pemenntahan Kabupaten Jepara,

d bahwa berdasatkon perimbangan sebngaimans  Canaksud
dalam buruf a. dan huruf b, pordu  manetapk; n

Kabupaten Jepara

Mengingal : 1 Undang-undeng Nomor 13  Tahun 198C tentang
Pembentukar Daerah-Daerah Kebupalen dalam Linghungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undeng-Undang Nomor R Tahun 2004 ‘entang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara KRepublik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan .ombaran

\Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimcrna lelah
A diubah beberapa kal, terakhir dangan Undang-iindang
; Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubanan lecu.a Alas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Bamnenn'ahian  Daeran Republik

Indonesia Nomor 47344);



ioang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Kewrbukaan
i Public (Lembaran Megarn Republk Indonesia
2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Inndonesd Nomor 4848);

Eﬂang-ur\dang Nomor 25 Tahun 2009 tentanc Pelayanan
IPublik {Lermbaran Negara Republik Indoresia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 538

Peratwran Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daemah (Lembaran Negura Repubfk
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, TYambahan Lembaran
Negara Regublik Indonasia Nomor 4741):

Peraturan Menterr Dalam Negeri Nomor 35 anun 2010
tentang Pedoman Pengelclaan Pelayanan Injorm3si Dan
Dokumentasi i Lingkungan Kementerian Dalam Neger
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2010 Momer 245);

7. Peraturan Kormrs: Informasi Nomor 1 Tahun 2010 lentang
Standar Layanan Informas: Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PECOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA

BAG )
KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuian Bupal ini yang dmaksud dengan;

1. Pemerintahan Daersh adalah penyelenggaraan urusan pemerictahan daerah
olsh peverntsh daesh dan DPRD menurul asas ¢tonomi dan  tugas
POMDANtUAN dengan prinsip oloncemi selias-luasnya dalam sstem dan prnsip
Negara Kesatuan Republk indoresia sebagaimana dimaksud dalam Undaing-
Undang Dasar Negara Repubik indonesa Tahun 1945

2P emenittah Dasrah adalsh Bupali dan pes
panyelenggira pemenntanan daerat:

3. Dewan Perwakilan Rakyal Daesah wang selanuinga Jsebut DPR:) acdah

lembaga pervakian rakyat dasmh sebags: WRSypERrelengyara pemernid
daerah

4. Informas: acalah keterangan, pemyatasn, gagasar, dan tando-tacda yang
mengandung nilai, makna &N pesan, bek deta, fakta mecpun o8l lasannya
yang dapat diihat, didenga, dan dbaca yang Csaman dalam b@&jaga.
kemasan dan format sesua dendan perkembangan tekngog wicrmas dan
komunikasi secaa elektronik alaupu n nonslekirons.



. Dokumentasi adalah pengumpuian, pengol@han, penyus.nan, Gir gA_rcstata
dokuman, data, gambar, dan suara untuk bahan informesi publis,

. Informasi Publik adalah yang dihasilkan, disimoan, dikelola. dikinm,
dan/atau dienma olsh suatu Badan Publik yang berkaian dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danfalau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publix lainnya serta Informasi lain yany berkaitan
dengan kepentingan pubhk

Badan Publik agalah lembaga eksakulll legisiatif, dan badan lain vang fungsi
dan tugas pokoknya berkailan dengan penyelenggarasn negara, yeng
sebagian atau seluruh dananya bersumber ¢fari Anggaran Pencaparan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaren Pencapatan dan Belanja Daesah, stau
organisasi nonpemerintah  sepanjang sebaglan aau  selursh  nananys
bersumber dan Anggaran Pendapalan dan Belanjg Negara dan/alau Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah, sumbangan masyarakat, danfuau luaf

negen

. Pejabat Pubik adalah orang yang ditunguk dan diberi lugas untuk menduduki
postsi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutrya isingkat
PPID  adalsh  pejabit  yang bertanggung jawab datam pengumpulan,
pendokumertasian, penyunpaian, perneiharann, penyediaan, tistribusi dan
pelayanan informasi di Lingkungan Pemefintahan Kabupaten Jepera

100rang adalah orang perseorangan, kelompok crang, badan nukum, atau

badan publk.

1Pengguna Informas Publik adaiah crang yang menggunakan infarmasi publik
sebagaimana dialur dalam peraturan parundang-undangan.

12.Pemohon Informasi Pw lik adalah wargs negara dan/atau bader  hukum

Indonesia; yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam perawran perundang-undangan

BAR I
PENGELOLA LAYANAN INMT ORMASI DAN DOKUMENT Azt

Pasal 2

Pamerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daeran dan Dewwsn Perwakilan
Rakyst [Dsesah sebagai Badan Publik melaksanakan pongefolamn pelayanan
informasi dan dokumentasi

g 2 e

Pasal 3

hngkungan Pemerintahan Dasrah bersifit termuka dan
;setap Fengguna Informasi Publik

lingkungar Pemerntahan Daerah bersifat



P '

(3) informasi Pubik di lingkungan Pemenniahan Daerah dapat diperolah Femohon

Informasi Publik dengan cepat, tepal waklu, biaya fingan, dan dapat diakses
4 dengan mudah

(4} Informas: Pub ‘ I Pemerntahan Daerah bersifat
rahasia sesua dengan peraturan  perundang-undangan, kepaivlan, dan
kepentngan Lmum

(5) Informasi  Publik yang dikccualikan didasarkan pada penjufan atas
konsekuensi yang tmbul apabila suats informas: diberikan kepade masyarakat
dan pertimbangan yang scksama bahwa memutup Informasi Publi dapat
melindung kepemingan yang lebb besar daripada membukanya  ala
sebalknya

BAB I
HAK DAN KEWAJBAN

Pagal &

(1)Pemenntah Daerah berhak menolak memberkan informasi yang dikecualikan,

[2} Informas: yang dikecualikan sebagamana dimaksud pada ayal {1} diatepkan
lebih fanput cleh Bupati Jepara sesuai kewenangannya.

(3 Pemenntah Daerah berhak menoakx memberikan informasi Public apabila
tdak sesuai dengan peraturan perundangundangan
I4) Informasi FPublk yang lidak Cdapat diberkan oleh Pemerinieh Daerah,
sebagamana dmaksud pada ayat (1) adalah:
. a informasi yang dapat rmmembahayakan negara:
b. informasi yang berkatan dengan kepentingan perindungas usaha dan
persaingan usaha tdak sehat;
¢. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi:
informas: yangy berkai’in dengan rahasia jabatat.; dan/atau
€ Informans yang baeknn dhkuasai alau didokumentasikan.,

(=8

Pasal 5

{1)Pamerin tahan Daerah wajb rnenyedskan, memberikan dan/atai me aarbilkan

rormasi Publik yang berada d bewsh kewenangannye kepmda Pemoheon

informasi Publk, sehin nformas: yarg dikecualiken sesusi  peraturan

perundang-undangan

Mtk refaksanskan kewapban sebagaimana dimaksud pafa ayat (1),
nan Daerah membangun dan mengembangkan sistem

. f o
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BAB IV
SLOLA $NF ORMAS DAN DOXUMENTAS

Pasal 6

__T,__,l_nmpebh pelayanan wformasi den dokumentasi & lingkungan
PHT.H....W Daerah di glapkan PPID

2 (2) PPIC sebagan mana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pgadt struktural
yang memmthdangi tugas dan fungsi pefayanan
PPID ditetapkan oieh Bupati

Fasal 7

¢1) PPID bertanggungiawab xepada Bupati medaiui Sekretaris Daerai

(2) PPID divant okeh PPID Pembaniu yang beérada o lingkungan Komponen
danvat au Pejabat Fungsional

Pasal 8

PPID bertugas:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsoiidasikan pengumpulan bahan
dan dokumeantas dari PPID Pembantu.

b, menyimpan, mendokurmentasikan, monyodiakan, dan memberi calayanan
informasi kepada publik

metakukan verfikasi bahan

melakukan uj Konsekuensi 8as

mclakukan pgmulaklvran intormas: (dan dokumentasi, dan

meyoddigkan informise dan dokuineniasi untuk diakses olch masrarakat

e O n

Pasal 8§
Dalam ra wgka '. g.PPID
..l ek pnernbesdean 0o dikec valikan sesua densan Leientuan
1 | L
B memntadan memperoleh informas: dan unii kera/komponen/ salsen kena
= cakupan kernanya

1gikan  pemberian pelayanan informas(  cengan PPID
na'au Pejabat Fungsional yang menjadi cakupen Pe.anya

[ > eta pkan suatu

gan/atau Peyabatl Fungsicnai
a dokumuntas



Pasal 10

@ntu baerugas membantu PPID melaksanakan ‘<etentuan
dmaksud dalam Pasal 8 dan Pasal §

| Penbemu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
berkala dan sesuai kebutuhan

Pasa; 1

Tata kerja PPID ¢i lingkungan Pemerintahen daerah diatur gen Bupah sesua
dangan kewenangannya

BAS v
; PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 12

Pemohon informasi dan dokurnentasi meliputi:
a. Persearangan
b. Kelompok Masyarakat
c. Lembaga Swadaya masyarakal:
d Organsasi Masyarakat,
& Partar Politik; atay
{ Badan Pubik lainnya

Vasnl 1)

Pamuhunl informasi  gan dde.mentas: kepada Pemerintahen Daoruh harus
memenuhi persyaratan

8. mencantumkan dentias yang jelas,
b. mencantumkan alamat Jun nomor telepon yang jelas

menyampaikan sgcari jolas jens  informas: don  dokurbeitas yang
dibutuhkan; dan

B e nrturmnipn maksud dan tjuan permohonan  informasi  dan




pengelolaan pelayanan nic
n i 1

annya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapka~ d Jepara
Pada tangygal

BUPATI J RA

—e—TENDRQ MARTOJO

Diundangkan o Jepara
pade tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SYOLIH

BEFTA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR .;r'g




Ssgala biasa yang dipertukan umuk peengeiifaan peayaran infamas: dan
dokumentasi d lingkmgan Pemerintahan Daerah dibesankan paca Asggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VIl
KeTENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupafi in mufai beriaku pada tunggal thundangkan,

Agar setiap orang mengelahuinya, Peraturan Bupati ni diundangian dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal

ALUPATI JE

HENDRO MARTOJID

Diundangkan di Jepar:
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

OLIH

L ﬁ 4TA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 201C NOMOR.., %8
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